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Pengertian Politik Dinasti

Politik dinasti adalah istilah yang sering dipergunakan oleh para ahli untuk
menjelaskan siklus kekuasaan yang hanya melanjutkan kekuasaan sebelumnya dan
politik lokal adalah tempat timbulnya politik dinasti di Indonesia (Pamungkas,
2019). Politik dinasti biasanya terjadi dalam lingkup keluarga. Hubungan keluarga
atau familisme menjadi penting untuk dibicarakan dalam politik dinasti karena
familisme dapat berkembang menjadi budaya politik sebagai basis suksesi untuk

mendapatkan kekuasaan (Djati, 2013). Terdapat tiga karakteristik dasar familisme
(Bayo, Santoso dan Samadhi ed 2018: 216):

® Pertama, familisme mengandung seperangkat kewajiban yang berisi harapan

peran, sikap, perilaku, dan persepsi yang wajib dijalankan keluarga.

® Kedua, familisme bersifat eksklusif, yaitu selalu berorientasi pada kepentingan
anggota-anggota keluarganya.

® Ketiga, familisme menekankan pada solidaritas keluarga sebagai fungsi
psikologis dan instrumental.
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Praktik Politik Dinastl

Politik dinasti di Indonesia ditandai dengan munculnya fenomena politik keikutsertaan
suami, istri, anak dan kerabat serta kolega-kolega yang lainnya dari petahana dalam
kontestasi politik, baik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan
Legislatif (Pileg). Atau dengan mengamankan anggota keluarganya pada posisi atau
jabatan penting di dalam pemerintahan (Purwaningsih, 2015). Beberapa contohnya
terjadi di Provinsi Banten yang terkenal dengan Dinasti Keluarga Ratu Atut Chosiyah.
Selanjutnya di Lampung terdapat keluarga Sjachroedin ZP, di Sulawesi Selatan ada
Keluarga Limpo, di Sulawesi Utara ada Keluarga Sarundajang dan di Bangkalan, Madura
ada Keluarga Fuad Amin.

Upaya untuk meminimalisasi praktik politik dinasti pernah dilakukan saat disahkannya
UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota. Di Pasal 7 huruf r pada beleid itu disebutkan bahwa calon kepala daerah
tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Namun, putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015, menganggap aturan yang
melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana
bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana praktik politik dinasti di Pilkada Serentak
20207 Bagian berikut akan mengulasnya lebih lanjut.
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Politik Dinasti di Pilkada 2020

Berdasarkan hasil pengamatan di media massa dari tanggal
10 sampai dengan 14 Agustus 2020, praktik politik
kekerabatan terjadi di 30 daerah dari 270 daerah yang
menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

Di 30 daerah tersebut sebanyak 52 orang bakal calon masih
memiliki kekerabatan dengan aktor politik di tingkat

daerah maupun pusat.
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Tingkatan dalam Pilkada

Berdasarkan tingkatan dalam Pilkada, 71.15 % bakal calon akan
berlaga di tingkat Kabupaten, sebanyak 25% bakal calon di tingkat

Kota dan 3.85% akan mencoba peruntungnnya di tingkat Provinsi.

Tingkat Provinsi
3,85%

Posisi kandidat
Bakal Calon Gubernur
Bakal Calon Wakil Gubernur

Bakal Calon Walikota
Bakal Calon Wakil Walikota

Bakal Calon Bupati
Bakal Calon Wakil Bupati
Total

Jumlah

10

27

10
52
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Status Hubungan

Berdasarkan status hubungan kekerabatan, ditemukan sebanyak 23 orang bakal calon merupakan anak
dari kepala daerah, yang saat ini akan habis masa pemerintahannya, mantan kepala daerah, tokoh partai
politik, hingga Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, sebanyak 16 orang bakal calon berstatus
sebagai istri. Selain itu, terdapat 9 orang bakal calon yang berstatus sebagai adik. Kemudian terdapat
juga satu orang berstatus kakak calon kepala daerah, satu orang berstatus ayah pimpinan DPRD tingkat

Kabupaten, satu orang keponakan menteri sekaligus pimpinan partai politik, serta satu orang besan dari
menteri.

Status Jumlah
Anak 23
Istri 16
Adik 9
Kakak 1
Ayah 1
Kerabat dekat 2
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Status Hubungan
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Partal Pengusung

Parta Politik Jumlah
PDI-P 28
Golkar 23
PAN 23
Nasdem 14
Demokrat 14
PKB 11
PBB 10
Gerindra 8
PPP 8
Hanura 8
PSI 2
Perindo 2
Berkarya 2

Berdasarkan partai pengusung, hingga 14 Agustus 2020, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi partai yang paling banyak
mengusung bakal calon yang memiliki hubungan kekerabatan. PDIP mengusung 28 orang bakal calon, diikuti oleh Golkar dan PAN
masing-masing dengan 23 orang bakal calon. Selanjutnya Nasdem dan Demokrat masing-masing mengusung 14 orang bakal calon, PKB
(11), Gerindra (8), PPP (8), Hanura (8), PSI (2), Perindo (2), dan Berkarya (2).
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Rekomendasi

Praktik politik dinasti masih akan terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Serentak
2020, bahkan praktiknya berkembang saat ini dengan keikutsertaan kerabat dari
aktor politik yang memiliki pengaruh besar, seperti Presiden dan Wakil Presiden
maupun Ketua Umum Partai Politik. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan
pilkada serentak yang akan datang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut untuk bekerja secara profesional dan intens,
guna mengawasi praktik politik dinasti ini. Langkah yang harus dilakukan yaitu:

® Pertama, mengawasi aliran dana kampanye pasangan calon, terutama calon yang
berasal dari keluarga petahana. Hal ini karena adanya kekhawatiran terhadap

aliran dana kampanye yang memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBN/ APBD).

® Kedua, mengawasi secara ketat mobilisasi perangkat birokrasi hingga perangkat
desa.

® Ketiga, melakukan penegakan aturan yang tegas jika ditemukan terjadinya
pelanggaran.
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